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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK 
DENGAN SKEMA USER SPESIFIC DUTY FREE SCHEME DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA 
REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI (AGREEMENT 
BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND JAPAN FOR AN ECONOMIC PARTNERSHIP 

ABSTRAK :  - Bahwa untuk melaksanakan kerja sama ekonomi antara Republik Indonesia dan Jepang 
dalam suatu kemitraan ekonomi (Agreement Between The Republic of Indonesia and 
Japan for an Economic Partnership) dan sehubungan dengan pemberlakuan ketentuan 
mengenai sistem klasifikasi barang berdasarkan Harmonized System 2022 dan ASEAN 
Harmonised Tariff Nomenclature 2022 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dengan skema User Spesific 
Duty Free Scheme dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang 
mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (Agreement Between The Republic of Indonesia 
and Japan for an Economic Partnership). 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.75, TLN 
No.3612) sebagaimana telah diubah dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.93, 
TLN No.4661), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), Perpres RI  
Tahun 34 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.58), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 
2020 No.98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031), Permenkeu 
RI No. 26/PMK.010/2022 (BN Tahun 2022 No. 316).  

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Menetapkan tarif BM USDFS sebesar 0% (nol persen) terhadap impor Bahan Baku asal 
Jepang dengan skema USDFS dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan 
Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (Agreement Between The Republic of 
Indonesia and Japan for an Economic Partnership), sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran huruf A dan huruf B. BM USDFS dapat digunakan atas impor Bahan Baku yang 
dilakukan oleh Useryang telah mendapatkan hasil verifikasi sesuai dengan SKVI-USDFS 
dan penetapan BM USDFS berdasarkan Keputusan Menteri mengenai penggunaan 
tarif bea masuk dalam rangka USDFS kepada User. Untuk dapat menggunakan BM 
USDFS, User mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur. Importasi 
Bahan Baku dengan skema USDFS dilaksanakan sesuai dengan tata laksana 
kepabeanan di bidang impor. 

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
31/PMK.010/2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022.  

   Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2022 dan diundangkan pada 
tanggal 30 Maret 2022. 

  - Lampiran: halaman 19-39. 

  


